BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/115/HK/2026

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

Menimbang

BUPATI BULELENG,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat

(6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memperlancar
Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk
melimpahkan Sebagai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah kepada Kepala Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum

Daerah,;

.bahwa dengan adanya Perubahan Nomenklatur Perangkat

Daerah, Keputusan Bupati Nomor 900/248/HK/2021 tentang
Pelimpahan Sebagai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan Bendahara Umum Daerah, perlu dilakukan

penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pelimpahan Sebagai Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada Kepala Keuangan dan Aset Daerah

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara

4

Umum Daerah;



Mengingat

. Menetapkan

- KESATU

KEDUA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 5);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum

Daerah;

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara

Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

"



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari
2026.
Pada saat Keputuan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Buleleng Nomor 900/248/HK /2021 tentang Pelimpahan Sebagai
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Bendahara

Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
gt Apggal 9 Februari 2026

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;

2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng; dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.




